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Keadaan tidak hadir merupakan keadaan seseorang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak
memberikan kuasa atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Atas keadaan yang demikian maka terjadi
ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan, karena keadaan tersebut tidak
menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Untuk itu, di dalam KUHPerdata terdapat ketentuan
tentang penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir guna menunjuk wakilnya dalam mengurus segala
urusannya termasuk juga harta benda orang tersebut, tepatnya dalam Buku Kesatu BAB XV tentang
Keadaan Tak Hadir. Penulisan skripsi ini akan membahas tentang penerapan syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam KUHPerdata untuk menentukan seseorang dalam keadaan tidak hadir pada suatu
penetapan pengadilan dan akibatnya terhadap hak pengurusan harta bersama. Penulis menganalisistiga
penetapan yang menggunakan dasar hukum Pasal 467-470 KUHPerdata sebagai landasan untuk menentukan
seseorang dalam keadaan tidak hadir atau mungkin telah meninggal dunia. Walaupun merujuk pada
ketentuan yang sama, dalam praktiknya masing-masing Hakim memberikan pertimbangan hukum yang
berbeda tentang jangka waktu dan panggilan umum yang merupakan syarat penetapan seseorang mungkin
dalam keadaan telah meninggal dunia dalam Pasal 467-470 KUHPerdata. Untuk tiap-tiap penetapan,
terdapat akibat yang berbeda dalam hal pengurusan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data berupa data
sekunder yang didukung dengan data primer dengan metode pengumpulan melalui studi dokumen dan
analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan
lebih lanjut berkaitan dengan syarat-syarat untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir serta
diperlukannya kecermatan serta ketelitian pengadilan untuk mengeluarkan penetapan keadaan tidak hadir
seseorang.

...... Non-appearance is a condition where a person’ s existence is no longer known and this person did not
authorize or choose another person to represent them.This condition gives legal uncertainty for him/herself
and a third party, because the non-appearance condition does not eliminate his/her position as a legal
subject. For that reason in KUHPerdata, there are provisions regarding the determination of someone’s
absence and choosing another person to present his/her and also managing al his/her affairs including that
person's property, to be precisein Book 1 of CHAPTER XVII1 concerning Absence. Thisthesiswill discuss
the application of the non-appearance regulation in KUHPerdata and the legal consequences for the right to
matrimonial assets. The author analyzes three determinations that use the legal basis of Article 467-470
KUHPerdata. Although referring to the same provisions, in practice each judge gives different legal
considerations regarding the time period and the general summons, which are conditions for determining
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that someone may have died in Article 467-470 KUHPerdata. That determination aso has different
consequences in terms of managing matrimonial assets. This thesis uses the juridical-normative research
methodology; the kind of data used is secondary data that is supported by primary data; the method of data
collecting is document analysis; and the method of data analysisis qualitative. The results of thisthesis
indicate that further arrangements are needed relating to the conditions for determining someone’ s absence
and the need for accuracy and thoroughness for the court to issue the determination for someone’ s absence.



